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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Dalam Perubahan yang ke 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Provinsi Indonesia 

adalah negara hukum. Hukum menentukan apa yang harus dilakukan serta apa 

yang diizinkan dan apa yang dilarang. Dalam keseluruhan peraturan perundang-

undangan di Indonesia dikenal hukum pidana, khususnya suatu susunan keputusan 

yang mengatur segala kegiatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan 

pemberian wewenang yang berat bagi setiap pelanggar pedoman pidana ini dan 

tata cara yang harus ditempuh bagi orang-orang yang dilanggar. mampu dalam 

kebutuhan mereka. Alasan kerangka keadilan pidana adalah sebagai berikut, 

khususnya menjaga agar individu tidak menjadi korban kesalahan, menyelesaikan 

kasus pelanggaran yang terjadi sehingga individu terpenuhi bahwa keadilan telah 

dilayani dan individu yang tercela ditolak, menjamin bahwa individu yang telah 

melakukan pelanggaran tidak mengulangi kesalahan. Selama waktu yang 

dihabiskan untuk membesarkan tahanan, disadari bahwa waktu pembebasan 

bersyarat bagi tahanan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan yang menyatakan bahwa tahanan 

memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Tahanan harus terus mendapatkan 

keadilan sesuai dengan keadaannya sebagai seseorang yang dipandang 

bertanggung jawab sebagaimana ditunjukkan oleh undang-undang, pemberian hak 

tidak hanya berhenti pada prinsip. 
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Secara terus-menerus kerangka penjara di Indonesia yang akhir-akhir ini dikenal 

sarat dengan siksaan dan perpisahan, berubah seiring dengan berubahnya asal usul 

disiplin menjadi ide pemulihan atau pembinaan agar para tahanan memahami 

kekeliruannya dan tidak mengulangi kegiatannya. 

       Untuk merawat tahanan, penting untuk mendasarkan kerangka remedial. Jadi, 

motivasi di balik penahanan bersifat restoratif yang menyiratkan bahwa tidak 

hanya daerah setempat yang dijamin dari demonstrasi berbahaya yang berulang 

oleh para tahanan, tetapi juga orang-orang yang telah merantau diamankan dengan 

memberi mereka pengaturan hidup sebagai penduduk yang berguna di arena 

publik. Dari keamanan itu, tak salah lagi ketidaknyamanan melakukan kesalahan 

bukanlah demonstrasi pembalasan dari negara. 

      Dari sisi keamanan para tahanan, jelas beban perbuatan salah bukanlah 

demonstrasi pembalasan dari negara. Motivasi di balik penahanan adalah 

perbaikan yang menyiratkan bahwa tidak hanya area lokal yang diamankan dari 

demonstrasi curang berulang oleh tahanan, tetapi juga individu yang telah hilang 

dijamin dengan memberi mereka pengaturan hidup sebagai penduduk yang 

berharga di mata publik 

      Pembebasan bersyarat, mirip dengan pembebasan bersyarat, dimaksudkan 

untuk mengajar terpidana. Motivasinya adalah untuk membantu terpidana saat 

berpindah dari hukuman ke pembebasan bersyarat. Dia didesak untuk bekerja 

sendiri dengan tujuan yang layak. Dari satu sudut hukuman itu dipersingkat, 

dengan alasan bahwa bagian terakhir dari hukuman tidak selesai, maka terpidana 
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tetap lebih lama di bawah manajemen, mengingat waktu persidangan satu tahun 

lebih lama dari sisa musim hukuman. kalimat yang sebenarnya. 

        Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyesuaian, dalam 

penjelasannya secara keseluruhan memuat penjelasan bahwa alasan pendisiplinan 

adalah dorongan untuk menggerakkan narapidana dan anak kriminal untuk 

meratapi perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang 

produktif, taat hukum, memelihara sifat yang baik dan ramah. juga, agama, serta 

mewujudkan kehidupan daerah yang terlindungi, teratur dan tenteram. Dalam 

keseluruhan hukum Indonesia dikenal hukum pidana, khususnya suatu susunan 

keputusan yang mengatur segala kegiatan yang tidak boleh dilakukan disertai 

dengan persetujuan yang berat bagi setiap pelanggar asas-asas pidana tersebut 

sebagai teknik-teknik yang harus diikuti bagi orang-orang yang dilanggar. mampu 

dalam otorisasi mereka. 

       Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyesuaian, 

klarifikasi keseluruhan memuat penjelasan bahwa motivasi di balik penghukuman 

adalah pekerjaan untuk menggerakkan tahanan dan remaja kriminal untuk 

meratapi aktivitas mereka, dan mengembalikan mereka menjadi anggota 

masyarakat yang produktif, mematuhi hukum, memelihara kebajikan dilindungi, 

efisien dan tenang. Motivasi di balik disiplin seperti yang ditunjukkan oleh 

hipotesis konsolidasi. 

      Selanjutnya, penjahat adalah keamanan terhadap masyarakat dan counter 

untuk demonstrasi yang melanggar hukum. Demikian juga pidana mengandung 

hal-hal yang berbeda, yang dituntut menjadi sesuatu yang akan membawa 
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kesepakatan dan kesalahan merupakan interaksi instruktif untuk membuat 

individu layak kembali di mata publik. 

       Pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi pidana. Setelah Hakim 

menjatuhkan vonis berupa pidana penjara, kemudian Jaksa menerima tugas dan 

wewenang untuk melaksanakan atau mengeksekusi vonis tersebut. Dalam hal ini 

terpidana akan menjalani hukumannya di suatu tempat atau bangunan tertutup 

dalam masa tertentu sehingga ia tidak dapat berkegiatan secara bebas dalam 

masyarakat. 

         Berhubungan dengan pelaksanaan pidana penjara, ada suatu hal yang patut 

diberi perhatian besar. Perlakuan negara kepada para pelanggar hukumnya adalah 

salah satu alat ukur yang menentukan tingkat peradaban suatu bangsa. 

Pemahaman ini berdasarkan pada kewajiban negara demi memenuhi hak-hak 

Narapidana, karena terkait dengan perikemanusiaan. Untuk lebih tegasnya, salah 

satu unsur pokok dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan 

atas HAM. Dengan demikian, hal ini sesuai prinsip bahwa negara berdasarkan 

atas hukum (rechtsstaat) dan bukan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). 

       Peralihan dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan tersebut 

berakibat pada penggantian istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan 

Perubahan ini bukanlah sekedar demi menghilangkan kesan menakutkan dari 

istilah penjara, melainkan lebih sebagai akibat perubahan mendasar, yaitu tujuan 

pemidanaan penjara, dari berupa pembalasan menjadi pembinaan atau 

pemasyarakatan. 
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Dalam Pedoman Pendeta Hukum dan Kebebasan Dasar Republik Indonesia 

Nomor M.1.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan 

Pencernaan, Pembatasan Persalinan, Cuti Sebelum Gratis, dan Cuti Kontinjensi. 

Dinyatakan bahwa tahanan dapat diberikan pembebasan bersyarat jika mereka 

telah memenuhi kebutuhan yang berarti dan manajerial. Prasyarat yang berarti 

yang harus dipenuhi dalam Pasal 6 ayat (1), khususnya: Kebutuhan yang cukup 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh narapidana dan 

narapidana adalah: 

1. Telah menunjukkan perhatian dan penyesalan atas kesalahan langkah yang 

menyebabkan dikutuk 

2. Telah menunjukkan orang yang positif dan pergantian peristiwa yang baik 

3. Secara efektif mengambil bagian dalam program aksi pengajaran dengan gigih 

dan penuh semangat 

4. Kelompok masyarakat dapat mengakui program pelatihan para tahanan dan 

kriminal muda yang bersangkutan 

5. Perilaku yang dapat diterima saat menjalankan hukuman dan tidak pernah 

mendapat disiplin disiplin 

B. Rumuusan Masaalah 

Rencana masalah dalam eksplorasi ini adalah: 

1. Apa pedoman yang sah sehubungan dengan pembebasan bersyarat menurut 

aturan perundang undangan? 

2. Bagaimana penerapan pembebasan bersyarat bagi pelaku narkotika? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pembebasan bersyarat menurut 

aturan perundang undangan. 

2. Untuk mengetahui penerapan pembebasan bersyarat bagi pelaku narkotika. 

D. Maanfaat peneelitian 

1. Pemeriksaan ini diyakini dapat menambah peningkatan ilmu legitimasi, 

khususnya jenis pedoman hukum pembebasan bersyarat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Eksplorasi ini dipercaya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat 

bahwa undang-undang mengatur penyerahan kontingen bagi pelaku 

penyalahgunaan opiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


